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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan ketentuan yang ada saat ini belum ada satupun regulasi yang 

dibuat untuk mengatur tentang gugatan citizen lawsuit di Indonesia meskipun 

dalam prakteknya gugatan citizen lawsuit sudah pernah diajukan dan hanya 

diterima namun hanya pada lingkup peradilan umum. Oleh sebab itu, gugatan 

citizen lawsuit harus diakui dan dikodifikasikan keberadaannya dalam peradilan 

di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan yang terjadi akibat ketiadaan peraturan 

tertulis dan agar hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Berdasarkan penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran teleologis 

dan metode penafsiran sistematis terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan 

TUN dianggap kompeten dan sangat berpeluang untuk menerima gugatan citizen 

lawsuit, namun sampai saat ini Peradilan TUN belum dapat menerima gugatan 

citizen lawsuit dikarenakan belum ada regulasi konkrit yang dibuat untuk 

memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima 

gugatan citizen lawsuit.  

Politik Hukum Tentang pengaturan Gugatan citizen lawsuit melalui Peradilan 

Tata Usaha negara sangatlah penting agar dapat mengatur secara ekplisit tentang 

tata cara gugatan citizen lawsuit sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan serta 
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dasar bagi warga negara untuk mengontrol setiap keputusan Pemerintah melalui 

peradilan TUN. 

B. Saran  

 

Berdasarkan penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran teleologis 

dan metode penafsiran sistematis terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, maka dalam 

penulisan ini, penulis menyarankan perlu adanya Politik Hukum Pembentukan 

peraturan perundang-undangan tentang gugatan citizen lawsuit di Indonesia secara 

komperhensif yang nantinya dapat memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata 

Usaha Negara untuk dapat juga menerima gugatan citizen lawsuit.
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